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BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

 

            PERATURAN BUPATI BULELENG 

           NOMOR  56  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN DI DESA 

 

       DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

              BUPATI BULELENG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat 

dilaksanakan secara tertib, taat pada Peraturan 

Perundang-undangan, dilaksanakan dengan 

memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, 

transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam 

tahapan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

yaitu Peraturan Bupati tentang standar satuan harga di 

Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa; 

 

Mengingat : 1. 

 

2. 

 

 

 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

SALINAN 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);  

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan  Lembaran  Negara   Republik   Indonesia 

Nomor 6573); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang  Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali,  terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

 

                     MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI 

DESA. 

  BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng. 

3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 

4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.  



jdih.bulelengkab.go.id 

 

 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

7. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 

rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

8. Peraturan Perbekel  adalah peraturan yang ditetapkan oleh 

Perbekel dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa atau 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa 

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

10. Standar Harga Satuan di Desa adalah acuan harga barang 

dan jasa Pemerintah Desa dalam penyusunan dan 

pelaksanaan APB Desa. 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan dan 

pelaksanaan APB Desa. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar 

penyusunan dan pelaksanaan APB Desa dapat optimal 

dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien. 

 

  BAB II 

STANDAR HARGA SATUAN 

Pasal 3 

Standar Harga Satuan di Desa merupakan harga tertinggi dari 

suatu barang dan jasa yang sudah termasuk pajak dan 

transportasi.   

Pasal 4 

(1) Standar Harga Satuan di Desa mengacu pada Peraturan 

Bupati yang mengatur Standar Harga Barang/Jasa yang 

berlaku di Daerah. 

(2) Apabila harga pasar setempat lebih tinggi dari Standar 

Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah Desa wajib menetapkan Standar Harga Satuan 
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pada harga pasar setempat yang dapat 

dipertanggungjawaban dengan melampirkan bukti survey 

harga. 

(3) Standar Harga Satuan di Desa ditetapkan dengan Peraturan 

Perbekel. 

   

Pasal 5 

Standar Harga Satuan yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal 

Pemegang Merk  (ATPM) harus menggunakan daftar harga 

(price list) pemegang merk atau penerbit yang bersangkutan. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP   

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng. 

          

  Ditetapkan di Singaraja 

  pada tanggal 22 Desember 2021 

                                                                      BUPATI BULELENG, 

 ttd 
  

                                                                     PUTU AGUS SURADNYANA 
 

Diundangkan di Singaraja 

pada tanggal 22 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, 

  ttd 
 
                      GEDE SUYASA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum 
 
             ttd 

 
Made Bayu Waringin,SH 
Nip. 19810716 2000803 1.001 

 

 


